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&Y TERTANG
|
764 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
=4 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL-AZHAR e
N JAYA INDONESIA 2
-,3: KEPADA YAYASAN PERGURUAN AL -AZHAR JAYA INDONESIA 5
0,4\" — ATy
! WALIKOTA BEKASI, {:
NG| Menimbang  : a  bahwa berild Rekomendasi Pendirian Sekolah | S
o dari./Budai | Pelayanen Perizinan Terpadu | (BPPT) | o
ey Pemerintah Bekasi Nomor 421.3/43-BPPT | g/
3 tanggal 31 Descmber, 2015 tentang < Pendirian
RI4 Sckohhuunnmhmmalahm?ctpndumm 15
oy Jaya {nd aleh Perguruan .Al-Azhar 1)'t
T Jagu Indonewid telabr didirikan Sekolah Menengidi | 238
5 Pertama Islam Terpadu Al Azhar Jaya Indonesia; S
o : .‘.“‘.,.
&) b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebmnnana =)
e dimaksud turuf a,  dan  dalam '
(A mengoperasior alkat. -chﬂa!rm telah - didirikan
s ersebut periu » lgin Operasional Sekolah
.'sf' Menengah Pertams | " Terpadu  Al-Azhar Jayi

indosiesia kepada Yayasan Perguruan Al-Azhar Jaya
Indonesin, vang pemberian izinnya  ditetapkan

/2
af,

= & dengan Keputusan Walikota.

N\ Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
N Pembentukan Kotmmadya Daerah Tingkat 11 Bekasi
Y (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

: Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara P.cpuhhk

T4 Indonesia Nomor 3663); DEX
AL 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun, 2001 tentang
L Yayasan (Lembaran Negars Republik indonesia
AN Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Gt Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4132
2 sebagaimana telah diubali dengan Undang-Undang
NG Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahun Atas
N Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang.
Wy Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan lcmbumn.
.’f.'-‘, Negara RepubhklndoneaiaNm“.‘)Op
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chubltk Indonesia  Tahun 2003 )Nog;ar 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonula
Nomor 4301);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tthun. 20i4 .
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

’_'

sebagaimana telah diubah deéengan’ Peraturan’
Pemerintah Pengganti Undang-Undang . Nomor - 2.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang:

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentrng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negata Republik

indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambalhirs

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

5. Peraturan |&

Peraturan ,
Nomor 28 Tahun 9@ )untnng Mdldikln ‘Dasar .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 90, TambahunLembaran Negara Rtpubl!k?

(ndonesia Nomor 3763);

' 4

6 Peraturan  Pemenintah . Nomor 19 Tuhun 20p5’_"

tentang Standar Nasional Pendidikan . {Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik. lnﬁbn#ﬁi;

Nomor 4462);
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7. Pemturan Pemerintah Nomor 38, thun 30!17 S
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tentang Pembagian Urusan Panu'inﬂnn Anturs

Pemerintah, Pemerintahun

* Privhinl - dar

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {(Lembaran -

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; -

Tambahan Lenbaran Negars chﬁbﬁk Thdmed(
Nomor 4737),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 ‘I"n)rnm QOW
tentang Organisasi Perangke! Dastah (1
Negara Republik Indonesin Tahun-2007. Nomor. 89,

Tambahan Lembaran Negara chubuk ‘!mlonedﬁ
Nomor 4741),
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nompr1 -.

2014 tentang Pembentukan Produk, Hukum, Dassa
(Berita Negara Republik Indonesiu ‘I‘lhun 2!)1«6~
Nomor 32); e
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10, Peraturan Dawah Kota Bekasi Nomor 05 Tahum .

2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ﬁm
Bekasi (Lembs ran Daerah Kota Bekasi Tﬂhun-
Nomor 5 Sen 1)); '

1. Peruturan Dacrah Kota Bekasi Nomor 03 ‘!‘
2008 tentang Urusan Pemerintahan  Wajib dtn
Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintali Kota
Bekasi (Lembaran Duerah Kota Bekasi Tahun, 2668
Nomor 3 Seri E); —

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi NWDG T&@!m
2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi ucmbq;un
Duembh Kota Bekasi Tahun 2008 Nomo . ]
sebagaimana felah beberapa kali n ;. Tuk
'deﬁgnn ituran Daerafi Kota Bcknﬂﬂomor'

i\mum 10 Seri D+

&nd:dxkan Nasional nom'
2002 mmmg Pednunni

-\ |
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Pelayatan an Ttrpadu (BPFT) | Peroerirital; -
Kota Bekasi Nomor 421.3/33-BPE7 mgnpbv
Desember 2015  ‘tentang Peridirian '’ | Sekdlit -
Menengah Pertama (slam  Terpada  Al-Azhay- Jii}“
Indonesia oleh Yayasan Fkrgumm a\lm m
Indonesia; NOCRAS:

25

01  Maret 2012 tentang Pamn-«\fa‘mts
Perguruan  Al-Azhar Jayk Ihdodesiis | dir” Sdft?
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asast Maousia -
Nomor  AHU-1388.AH.01.04.Tuhun 2012 &hﬂn‘—

Pengesahan Yayasan Pergurdan &M}w:\ms

Indonesia; TA SEHASI

' 4 'l‘.;?' -.';..-" p"(‘S|
5/ Hasil Pelaksanaan Studi &m,m Kol f'F
Menengah Pertama [slam T JALAzhar - Jaya -
Indanesia tanggal 29 Apnl 2015; 1+ '.71----"-?;“&_'::‘_::
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6. Surat permohonan dari Yayasan Ptrgnmn M-Athgr
Jaya Indonesia Nomor MDM}W}?N s
tanggal 20 April 2015 perihal Permohonan |
Opernsional Sekolah Menengih™ Fd'(lg“gh M,’ '
Terpadu Al-Azhar Jaye Indonesia, Jalan,

No. 135 Pabuaran Kelurahan Clmuning Kmm ,
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lmn  Operasional Sekolah Menengah ' 'Pertama Islam®
Terpadu  Al-Azhar Jaya Irdonesia diberikan ‘keppda
Yayasan Perguruan Al-Azhar Java indonesia - TYENg <)
beralamat di Jalan Sirih Prada’ No. 135" Pabisiis
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